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ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
tanggungjawab notaris terhadap legalisasi akta
dibawah tangan dan bagaimana eksistensi akta
di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris
dalam pembuktian di pengadilan Dengan metode
penelitian hukum normatif dapat disimpulkan 1.
Tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta
dibawah tangan vyang dilegalisainya adalah
mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti
bahwa memang pihak dalam perjanjian, bukan
orang lain. dengan cara melihat tanda
pengenalnya maka barulah membubuhkan
tandatangannya dihadapan orang-orang itu pada
saat, Selain itu mempunyai wewenang untuk
menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. 2.
Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh
notaris adalah tidak mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna karena terletak pada
tandatangan para pihak yang jika diakui, akta di
bawah tangan memberi pembuktian sempurna
demi  keuntungan orang kepada siapa
sipenandatanganan hendak memberi bukti,
sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan
pembuktiannya adalah bebas. terhadap akta di
bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada
di tangan hakim untuk mempertimbangkannya
(Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata).

Kata Kunci: Akta dibawah tangan, Legalisasi
Notaris, Pembuktian, Pengadilan.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu
akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di
bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas
dasar kesepakatan para pihak dan yang penting
tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan
akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang
berwenang untuk itu. Sejak zaman Belanda,
memang ada pejabat-pejabat tertentu vyang
ditugaskan  untuk membuat pencatatan-
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pencatatan serta menerbitkan aktaakta tertentu
mengenai  keperdataan seseorang, seperti
misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat
dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak,
dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan
tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti
sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta
tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika
dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan

dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang mengatakan

bahwa: “akta otentik adalah akta yang (dibuat)
dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di

tempat di mana akta dibuatnya.”

Apabila diambil intinya, maka yang
dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:

1) Bentuknya sesuai undang-undang. Bentuk dari
akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran
dan lain-lain sudah ditentukan format dan
isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga
akta-akta yang bersifat perjanjian antara
kedua belah pihak yang isinya berdasarkan
kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai
dengan azas kebebasan berkontrak;

2) Dibuat oleh. Dibuat oleh pegawai yang
bersangkutan membuat akta itu, jenisnya
berupa proces verbaal atau ambtelijke akte;

3) Di hadapan pejabat umum yg berwenang.
Artinya yang membuat adalah pihak-pihak
yang bersangkutan, sedang pegawai umum
(notaris) hanya menyaksikan, menuliskan
dalam  bentuk akta dan  kemudian
membacakan isinya kepada para pihak (partij
akte);

4) Kekuatan pembuktian yang sempurna;

5) Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka
penyangkal harus membuktikan mengenai
ketidakbenarannya.?

Pejabat yang berhak untuk membuat
akta otentik tidak hanya Notaris, karena yang
dimaksud dengan “pejabat umum vyang
berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang
memang diberikan wewenang dan tugas untuk
melakukan pencatatan tersebut, misalnya:
Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang
bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran
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dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta

Tanah) dan lain sebagainya. Berbeda dengan akta

otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan

kekhasan tersendiri, berupa:

1) Bentuknya bebas;

2) Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat

umum;

3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian
selama tidak disangkal oleh pembuatnya,
artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu
dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa
membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);

4) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian
tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-
saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu,
biasanya dalam akta di bawah tangan,
sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang
sudah dewasa untuk memperkuat
pembuktian.

Pada prakteknya, akta di bawah tangan
kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi
tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu
pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang
dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan
tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk
melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang
menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut
adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.
Walaupun istilah akta otentik sudah diketahui
artinya secara umum, namun di masyarakat
istilah ini masih belum jelas sekali makna dan
pengertiannya khususnya dalam kaitannya
sebagai alat bukti. Akta otentik adalah akta yang
dibuat oleh pejabat umum vyang diberikan
wewenang untuk membuatnya menurut bentuk
dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-
undang yang berisikan perjanjian atau kemauan
dari para pihak. Otentik artinya karena dibuat
dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk
untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah
seorang Notaris. Jadi dalam hal ini yang pasti
adalah bahwa keterangan yang diterangkan oleh
pegwai umum (notaris) adalah benar, dan
berlaku terhadap setiap orang.® Sehingga akta
yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat
dipergunakan sebagai alat bukti di depan
Pengadilan. Sedangkan kekuatan pembuktiannya
hanya antara para pihak tersebut apabila para
pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui
adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda
tangannya di dalam perjanjian yang dibuat).

3 Ibid. , hal 50

Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan
kebenaran tanda tangannya yang ada dalam
perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta
otentik, akta otentik atau biasa disebut juga akta
notaris memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di
pengadilan. Tujuan dari proses peradilan adalah
untuk menentukan suatu kebenaran dan
berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan
suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu
kebenaran dalam proses peradilan diperlukan
suatu pembuktian. Baik dalam dalam pembuktian
yang yuridis maupun ilmiah, maka membuktikan
pada hakikatnya berarti mempertimbangkan
secara logis mengapa peristiwa-peristiwa
tertentu dianggap benar.* Kekuatan pembuktian
akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam
proses persidangan di pengadilan yang
dihubungkan dengan wewenang notaris dalam
legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan
1880 KUH Perdata terhadap bukti surat tersebut
harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang.
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui
kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti
dalam proses persidangan di pengadilan, untuk
mengetahui dapat tidaknya fungsi legalisasi atas
akta yang dibuat di bawah tangan memberikan
tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di
pengadilan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas,
maka penulis ingin melakukan penulisan skripsi
ini yang berjudul: “eksitensi akta di bawah tangan
yang dilegalisasi notaris dalam pembuktian
dopengadilan”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggungjawab notaris
terhadap legalisasi akta dibawah tangan?

2. Bagaiman eksistensi akta di bawah tangan
yang dilegalisasi oleh notaris dalam
pembuktian di pengadilan ?

C. Metode Penelitian

Masing-masing ilmu pengetahuan
mempunyai ciri dan identitas sendiri sehingga
selalu akan terdapat perbedaan. Oleh karena itu
metodologi yang diterapkan juga disesuaikan
dengan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
Penelitian dalam ilmu hukum menurut Soerjono
Soekanto adalah sebagai berikut: ”Penelitian

4 Lilik Mulyadi., Kompilasi Hukum Perdata
Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan, Penerbit. PT.
Alumni, Badung, 2009,, hal 258.



hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang
didasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran tertentu vyang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum
tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali
itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

permasalahan-permasalahan yang timbul di

dalam gejala yang bersangkutan.”®

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum dilihat dari sudut
tujuan penelitian hukum terdiri dari penelitian
hukum normatif dan penelitian hukum
sosiologis atau empiris. Penelitian hukum
normatif dilakukan dengan dengan cara
meneliti bahan pustaka dan disebut juga
penelitian hukum kepustakaan.” Sedangkan
pada penelitian hukum sosiologis atau empiris
yang terutama diteliti adalah data primer.
Data primer (atau data dasar) yaitu data yang
diperoleh langsung dari masyarakat sedangkan
yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka
lazimya dinamakan data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan ini metode penelitian
yang digunakan bersifat deskriptif analitis,
yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai
data-data yang diperoleh dalam penelitian,
dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-
teori yang ada sesuai dengan penulisan ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang
diperlukan dalam suatu penelitian hukum
terarah pada penelitian data sekunder dan
primer. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang
terdiri dari:

a. Bahan hukum primer bersumber bahan hukum
yang diperoleh langsung akan digunakan
dalam penelitian ini yang merupakan bahan
hukum yang mempunyai kekuatan mengikat
secara yuridis, yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

6 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum,
Penerbit Universitas Indonesia (Ul-Press), Jakarta, 1986), hal.
43.

7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji. Op.Cit., hal.
12.

3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 sebagai
perubahan UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris;

4) Peraturan Perundang-undangan lain yang
terkait.

b. Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya
ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang
berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu
juga digunakan:

1) Yurisprudensi;

2) Buku-buku yang membahas tentang hak dan
kewajiban Notaris dan Hukum Acara;

3) Karya-karya ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang

sangat erat hubungannya dengan sumber data,
karena melalui pengumpulan data ini akan
diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya
dianalisis sesuai dengan vyang diharapkan.
Adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah melalui
penelitian  kepustakaan  bertujuan  untuk
mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data
sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-
bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder
yaitu yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier
yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder.®

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif
normatif yakni analisis yang dipakai tanpa
menggunakan angka maupun rumusan statistika
dan matematika artinya disajikan dalam bentuk
uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan
secara deskriptif, dengan harapan dapat
menggambarkan  secara  jelas mengenai
pembuktian akta di bawah tangan yang
dihubungkan dengan wewenang notaris dalam
legalisasi, sehingga diperoleh gambaran yang
menyeluruh tentang permasalahanpermasalahan
yang diteliti.

PEMBAHASAN
A. Tanggungjawab Notaris Atas Legalisasi Akta
Di bawah Tangan
Pada dasarnya akta otentik adalah suatu
akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan oleh atau di hadapan
seorang pegawai umum yang berwenang

8 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal 52



membuat surat itu dengan maksud untuk
digunakan sebagai alat bukti. Maksud dari
pegawai umum di sini adalah Hakim, Notaris,
Panitera, Jurusita, Pegawai Catatan Sipil, Camat.
Apabila dilihat dari pengertian dari akta otentik
itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa otentik atau
tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta itu
dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum,
tetapi juga cara pembuatannya harus menurut
ketentuan vyang terdapat dalam Peraturan
Perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat
oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa
adanya kemampuan untuk membuatnya atau
tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak
dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai
kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Dari  penjelasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa suatu akta otentik pada
dasarnya mengandung 3 (tiga) macam kekuatan
pembuktian, yaitu :

a) Kekutan pembuktian formil, yang berarti
membuktikan antara para pihak bahwa
mereka telah menerangkan apa yang ditulis
dalam akta tersebut

b) Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti
membuktikan antara para pihak, bahwa benar
peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut
telah terjadi.?

c¢) Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti
disamping sebagai pembuktian antara mereka
juga terdapat pihak ketiga di mana pada
tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam
tersebut telah menghadap kepada pegawai
menerangkan apa yang terdapat dalam akta
tersebut.

Akta di bawah tangan pada dasarnya
adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak
untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu
tanpa mengikutsertakan pejabat yang
berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah
tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para
pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani
oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat
perjanjian  utang-piutang, ketidakikutsertaan
pejabat yang berwenang inilah yang merupakan
perbedaan pokok antara akta di bawah tangan
dengan akta otentik. Sehingga secara popular
dikatakan “siapa. yang hendak membuat akta di
bawah tangan mengambil sedangkan siapa yang

20 Subekti, Pembuktian dan Daluwarsa, Intermasa,
Jakarta, 1986, hal. 68

hendak memperoleh akta otentik mengambil
notaris”.

Akta di bawah tangan ini diatur dalam
Pasal 1874 — 1984 KUHPerdata. Terhadap akta di
bawah tangan apabila ada tanda tangan yang
disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di
bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran
tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan
demikian selama tanda tangan tidak diakui maka
akta di bawah tangan tersebut tidak banyak
membawa manfaat bagi pihak  yang
mengajukannya di muka pengadilan. Namun
apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka
akta di bawah tangan itu bagi vyang
menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang
yang mendapat hak dari mereka, merupakan
bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan
kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal
1875 KUHPerdata). Dalam akta di bawah tangan
terdapat ketentuan khusus yaitu akta di bawah
tangan yang memuat suatu perikatan hutang
sepihak untuk membayar sejumlah uang atau
menyerahkan suatu benda vyang harganya
ditentukan oleh sejumlah uang, harus ditulis
seluruhnya dengan tangan sendiri oleh
penandatanganan, atau setidak-tidaknya selain
tanda tangan harus ditulis pula oleh
penandatanganan sendiri dengan huruf-huruf
jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau
diserahkan itu. Apabila hal ini tidak dilakukan,
akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima
sebagai sutu permulaan pembuktian dengan
tulisan saja (Pasal 1871 KUHPerdata).

Pada prinsipnya surat biasa ini dibuat
tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti,
apabila ternyata di kemudian hari digunakan
sebagai alat bukti di persidangan hanyalah
bersifat insidental atau kebetulan saja, misalnya
terhadap surat cinta, buku catatan penggunaan
uang. Sehingga surat-surat yang demikian itu
dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah
pembuktian dalam arti surat-surat itu dapat
digunakan sebagai aiat bukti tambahan ataupun
dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama
sekali tidak dapat dipercaya. Mengenai kekuatan
pembuktian daripada surat biasa baik dalam H.I.R
maupun KUHPerdata tidak ada satu Pasalpun
yang mengaturnya. Dengan demikian kekuatan
pembuktian surat biasa ini diserahkan kepada
kebijaksanaan hakim, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1881 ayat (i) dan (2) Pasal 1853
KUHPerdata, adalah sebagai berikut :



a) Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan
tentang suatu pembayaran vyang telah
diterima.

b) Surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa
catatan vyang telah dibuat adalah untuk
memperbaiki suatu kekurangan di dalam
sesuatu alas hak (title) bagi seseorang untuk
keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu
perikatan.

c) Catatan yang oleh seorang berpiutang
(kreditor) dibubuhkan pada suatu alas hak
yang selamanya dipegangnya, jika apa yang
ditulis itu merupakan suatu pembebasan
terhadap si berutang (debitor).

d) Catatan-catatan yang oleh si berpiutang
dihubuhkan kepada salinan dari suatu alas hak
atau tanda pembayaran, asal saja salinan atau
tanda pembayarannya ini berada dalam
tangannya si berutang.

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874
KUHPerdata menyatakan: Sebagai tulisan-tulisan
di bawah tangan dianggap akta-akta vyang
ditandatangani di bawah tangan, surat-surat,
register-register, surat-surat urusan rumah
tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa
perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan
penandatanganan sepucuk tulisan di bawah
tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibububhi
dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari
seorang notaris atau seorang pegawai lain yang
ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata
bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol,
atau bahwa orang ini telah diperkenalkan
kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan
kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap
jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai
umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan
tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan
aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan
dan pembukuan termaksud. Definisi di atas
mengandung pengertian bahwa akta vyang
diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan
tandatangan tersebut, mendapat pengesahannya
dari notaris atau pejabat yang berwenang untuk
itu. Legalisasi dalam pengertian sebenarnya
adalah membuktikan bahwa dokumen vyang
dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar
di tanda tangani oleh para pihak yang
membuatnya. Oleh karena itu diperlukan
kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan
wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah
Notaris untuk menyaksikan penanda tanganan
tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu

penandatanganan itu. Dengan demikian
Legalisasi itu adalah melegalize dokumen yang
dimaksud dihadapan Notaris dengan
membuktikan kebenaran tandan tangan penanda
tangan dan tanggalnya. Selain Waarmerking dan
Legalisasi sebagaimana tersebut diatas, biasanya
para pihak juga melakukan pencocokan fotocopy
yang kadangkala diistilahkan dengan istilah yang
sama vyaitu “legalisir”. Dalam prakteknya hal yang
dilakukan untuk istilah “legalisir” ini adalah
mencocokan fotocopy suatu dokumen dengan
aslinya dengan judul Pencocokan Fotocopy. Pada
fotocopy tersebut akan di-stempel/cap disetiap
halaman yang di fotocopi dengan paraf Notaris
dan halaman terakhir dari Pencocokan Fotocopy
tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa
fotocopy tersebut sama dengan aslinya.

Sering orang membuat perjanjian, ditulis
oleh pihak-pihak, tidak dibuat di hadapan notaris.
Tulisan yang demikian disebut akta di bawah
tangan. Di bawah tangan ini adalah terjemahan
dari bahasa Belanda (onderhands).?* Ada kalanya
yang dibuat di bawah tangan itu, para pihak
kurang puas kalau tidak dicapkan di notaris.
Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan
cap pada akta-akta di bawah tangan itu. Sebelum
membubuhkan cap notaris, diberi nomor dan
tanggal, nomor mana harus dicatat dalam buku
(daftar akta), kemudian diberikan kata-kata, dan
ditandatangani oleh notaris. Membubuhkan cap
pada akta di bawah tangan semacam itu salah
satunya Legalisasi atau Pengesahan. Untuk
keperluan legalisasi itu, maka para penanda
tangan akta itu harus datang menghadap notaris,
tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah.
Kemudian notaris memeriksa tanda kenal, yaitu
KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertian
kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari,
yakni notaris harus mengerti benar sesuai dengan
kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu
memang sama dengan kartu kenalnya, dia
memang orangnya, yang bertempat tinggal di
alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah
diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan
akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan
maksud surat di bawah tangan itu.

Waarmerking (Register), artinya
dokumen/surat yang bersangkutan di daftar
dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris.
Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat
tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu

2http.//groups.yahoo.com/group/Notaris_Indones
ia/message,. Diakses 22 Februari 2022



oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada
notaris yang bersangkutan.?? Contohnya: Surat
Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Januari 2008
yang ditanda-tangani oleh Tuan A dan Tuan B.
Jika hendak di legalisir oleh Notaris pada tanggal
18 Januari 2008, maka bentuknya tidak bisa
legalisasi biasa, melainkan hanya bisa didaftar
(waarmerking) saja. Pada waarmerking tidak
terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda
tangan, isi surat tersebut tidak di buat dan di
ketahui oleh notaris. Notaris terhadap mengakui
bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor
notaris, diberi bernomor, dimasukkan dalam
buku daftar waarmerking, dan diberi tulisan oleh
notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor
dan dimasukkan kedalam buku daftar yang
khusus dibuat untuk itu, diberi materai, di
tandatangani oleh notaris lalu dikembalikan
kepada yang bersangkutan. Sebelum
dikembalikan setiap halaman diberi bernomor
dan diparaf oleh notaris.

Adapun  letak  perbedaan  antara
waarmerking dan legalisasi ialah bahwa
“Waarmerking hanya mempunyai kepastian.
tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda
tangan sedangkan pada legalisasi tanda
tangannya dilakukan dihadapan yang
melegalisasi, sedangkan untuk waarmerking,
pada saat di- waarmerking, surat itu sudah
ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi
yang memberikan waarmerking tidak
mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan
tentang tanda tangannya.” Dengan telah
dilegalisasi akta di bawah tangan, maka bagi
hakim telah diperoleh kepastian mengenai
tanggal dan identitas dari pihak yang
mengadakan perjanjian tersebut serta tanda
tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar
berasal dan dibubuhkan oleh orang yang
namanya tercantum dalam surat itu dan orang
yang membubuhkan tanda tangannya di bawah
surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para
pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa
isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan
dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak
membubuhkan  tandatangannya  dihadapan
pejabat umum tersebut.

Pengertian notaris berdasarkan bunyi
Pasal 1 butir 1 jo Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang
nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
untuk selanjutnya disebut dengan UUIN
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menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat
umum yang berwenang membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan ketetapan vyang
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse,
salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang
lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Melihat kepada tugas utama notaris
tersebut, maka dapat dikatakan bahwa notaris
mempunyai tugas yang berat, karena harus
menempatkan pelayanan masyarakat di atas
segala-galanya. Oleh karena itu diperlukan
tanggung jawab baik individual maupun sosial,
terutama ketaatan terhadap norma-norma
hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada
kode etik profesi.

Berdasarkan pada pengertian notaris dan
kewenangannya tersebut diatas maka suatu akta
notaris lahir dan tercipta karena :

1. atas dasar permintaan atau dikehendaki yang
berkepentingan, agar perbuatan hukum
mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam
bentuk akta otentik.

2. atas dasar undang-undang yang menentukan
agar untuk perbuatan hukum tertentu mutlak
harus dibuat dalam bentuk akta otentik
dengan diancam kebatalan jika tidak,
misalnya dalam mendirikan suatu Perseroan
Terbatas, harus dengan akta otentik.?

Sebagai undang-undang yang baru, yang
menggantikan Peraturan Jabatan Nataris, maka
perbedaan yang mendasari lahirnya Undang-
undang Jabatan Notaris menurut M. Khoidin,
menawarkan dua alternatif dalam menyikapi
keberadaan PPAT adalah:

1. apabila keberadaan PPAT  hendak
dipertahankan maka kedudukannya
ditingkatkan dengan mengaturnya dalam
suatu undang-undang khusus seperti pada
jabatan Notaris.

2. jabatan PPAT dihapus dan untuk selanjutnya
pembuatan akta-akta pertanahan hanya
diberikan kepada notaris sebagi satu-satunya
pejabat umum pembuat akta otentik
sebagaimana yang ditentuakan oleh undang-

23 Setiawan Rachmat, Pokok-pokok Hukum
Perikatan, Putra Abardin, Bandung, 1995, hal. 3.



undang (vide P.J.N yang kemudain diganti
dengan UUJN).2*

Notaris sebagai pejabat umum
sebagaimana bunyi Pasal 1 UUJN No 30 Tahun
2004 merupakan satu-satunya yang mempunyai
wewenang umum, tidak turut pejabat lainnya.
Pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang
tertentu artinya wewenang tersebut tidak
meliputi lebih dari pembuatan akta otentik yang
secara tegas oleh undang-undang ditugaskan
kepada pejabat yang berwenang.

Pengertian pejabat umum dimaksud
bukan merupakan pegawai negeri. Pejabat umum
disini diartikan orang yang melayani kepentingan
umum atau masyarakat umum berdasarkan
undang-undang vyang diangkat oleh vyang
berwenang, yang salah satunya adalah notaris.
Dengan demikian maka peraturan-peraturan
mengenai pegawai negeri tidak berlaku bagi
notaris. Mengingat beratnya tanggung jawab
notaris sebagai seorang pejabat umum yang
diangkat dan bekerja untuk kepentingan negara,
maka notaris harus terlebih dahulu mengangkat
sumpah untuk dapat menjalankan jabatannya
dengan sah. Mengenai keharusan untuk
mengangkat sumpah atau janji menurut
agamanya di hadapan Menteri atau pejabat lain
yang di tunjuk, dinyatakan dengan tegas dalam
Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris yang telah diangkat, tetapi belum
mengangkat sumpah tidak dapat menjalankan
jabatannya secara sah tetapi tidak berarti bukan
notaris. Notaris yang belum mengangkat sumpah
tidak berwenang untuk membuat suatu akta yang
mempunyai kekuatan otentik. Akta yang dibuat
oleh Notaris sebelum mengangkat sumpahnya
hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang
dibuat di bawah tangan, apabila akta itu
ditandatangani oleh  para pihak vyang
bersangkutan. Hal ini didasarkan pada ketentuan
yang terdapat dalam Pasal 1869 KUHPerdata
yang menyatakan: “Suatu akta yang karena tidak
berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud
diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya,
tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik,
namun demikian mempunyai kekuatan sebagai
tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani
oleh para pihak.”?® Sebagai Pejabat Umum yang
menjalankan jabatan yang dipercayakan undang-
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undang tersebut, menurut Pasal 1 junto Pasal 15
UUIJN, tugas dan pekerjaan notaris adalah sebagai
pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta
otentik tetapi juga ditugaskan melakukan
pendaftaran dan mensahkan surat-surat di
bawah tangan, memberikan nasehat hukum dan
penjelasan undang-undang kepada para pihak
yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan
akta perubahan Perseroan Terbatas dan
sebagainya. Sebagai yang ditugaskan untuk
memberikan  pengesahan  (legalisasi)  dan
melakukan pendaftaran (waarmerking) surat-
surat di bawah tangan dalam buku register, selain
notaris, yang mempunyai kewenangan yang sama
untuk itu adalah Ketua Pengadilan Negeri,
Walikota, Bupati dan Kepala Kewedanan.
Wewenang notaris yang akan ditentukan
kemudain, merupakan wewenang yang akan
muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.?® Dalam kenyataan yang
terjadi di masyarakat, sebagian dari masyarakat
kurang menyadari pentingnya suatu dokumen
sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara
para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling
kepercayaan dan dibuat secara lisan terutama
pada masyarakat yang masih diliputi oleh adat
kebiasaan yang kuat, untuk peristiwa-peristiwa
yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari
beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi
saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa itu ialah
tetangga-tetangga, teman-teman sekampung
atau pegawai desa. Peristiwa-peristiwa itu dapat
berupa peristiwa-peristiwa biasa yang sudah
inherent dalam kehidupan masyarakat itu, seperti
pemberian nama kepada, anak yang baru lahir,
tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang
mempunyai akibat hukum yang penting,
umpamanya dalam transaksi jual beli atau sewa
menyewa serta mengenai peristiwa penting
lainnya dalam lingkungan keluarga, umpamanya
pembagian warisan, pengangkatan anak bagi
orang yang tidak mempunyai anak sendiri dengan
hak untuk mewaris.

Sesungguhnya di dalam kesaksian dengan
mempergunakan beberapa saksi tersebut
terdapat kelemahan-kelemahan, apabila terdapat
suatu  peristiwa vyang harus dibuktikan
kebenarannya, dalam hal terjadi sengketa antara
pihak-pihak yang berkepentingan, maka saksi-
saksi itulah  yang  akan membuktikan
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kebenarannya dengan memberikan kesaksiannya.
Mengenai kesaksian ini, selama saksi itu masih
hidup pada waktu sesuatu peristiwa itu harus
dibuktikan kebenarannya, maka tidak akan
timbul kesukaran, tetapi apabila saksi-saksi itu
sudah tidak ada lagi, baik karena saksi itu sudah
meninggal dunia atau sudah pindah ke tempat
lain yang jauh dan tidak diketahui alamat tempat
tinggalnya, maka akan timbul kesukaran dalam
melakukan pembuktian. Suatu akta dibawah
tangan akan mempunyai kekuatan pembuktian
formil jika kebenaran dan keaslian tanda tangan
di dalam kata tersebut dapat dibuktikan.?” Pada
sebagian masyarakat lainnya sudah menyadari
dan memahami pentingnya membuat dalam
bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting
sebagai alat bukti dengan mencatatnya pada
suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh
orang-orang yang berkepentingan dengan
disaksikan dua orang saksi atau lebih.
Berdasarkan hal tersebut masyarakat menyadari
bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian
yang penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam
arti materinya ialah dengan adanya bukti tertulis,
maupun dalam arti formal yang menyangkut
kekuatan dari alat pembuktian itu sendiri.
Kewajiban untuk membuktikan ini didasarkan
pada Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan :
“Setiap orang yang mendalilkkan bahwa ia
mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan
haknya sendiri maupun membantah suatu hak
orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,
diwajibkan membuktikan adanya hak atau
peristiwa tersebut.”

B. Eksistensi Pembuktian Akta Di bawah Tangan
yang Dilegalisasi Oleh Notaris

Bukti tulisan dalam perkara perdata
merupakan bukti yang utama, karena dalam
lalulintas keperdataan seringkali orang dengan
sengaja menyediakan suatu bukti dalam
membuat perjanjian yang dapat dipakai kalau
timbul suatu perselisihan. Pada umumnya dapat
dikatakan, bahwa jika seorang dengan jalan
kesepakatan mengadakan sesuatu perjanjian,
oleh karena orang tersebut menghendakinya,
maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri
itu ialah kehendak atau niatnya.

Niat orang tidak dapat diketahui secara
langsung, oleh karena itu maka di dalam
pergaulan hidup, orang dapat mengetahui apa

27 Husni Thamrin., Op Cit, hal 35

yang dikehendaki oleh sesamanya hanya dari
pernyataannya saja yang diucapkan baik secara
lisan atau vyang dituliskan. Didalam tulisan
pernyataan itulah yang mewujudkan kehendak
orang dan oleh sebab niat orang tidak dapat
diraba atau dilihat maka terikatnya seseorang
kepada  pernyataan tersebut merupakan
perwujudan dari niat atau kehendaknya.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka di dalam
undang-undang diakui adanya keadaan mengikat;
baik menurut peraturan yang tertulis, maupun
menurut peraturan yang tidak tertulis atau adat.
Secara teori, suatu perjanjian timbul atas dasar
kata sepakat, terjadinya oleh karena ada niat dari
orang-orang yang bersangkutan akan tetapi
secara praktis yang merupakan pegangan ialah
pernyataan kehendak atau niat tersebut.

Berdasarkan pernyataan niat yang timbal
balik tersebut, maka terjadilah suatu perjanjian
dan dari perjanjian itu keluarlah hak dan
kewajiban buat kedua belah pihak atau salah satu
pihak diantaranya. Hak dari salah satu pihak
adalah berlawanan dengan kewajiban dari pihak
yang lainnya, maka hal ini memberikan hak untuk
menuntut. Di dalam perjanjian yang timbal balik
maka kedua belah pihak masing-masing
mempunyai hak untuk menuntut dan masing-
masing mempunyai kewajiban. Hal terikat kepada
pertanyaan kehendak atau niat itu, adalah amat
penting untuk digunakan sebagai bukti surat.
Penggunaan bukti surat oleh pihak di dalam akta
terhadap pihak lain mempunyai akibat lain
terhadap atau oleh pihak ketiga.

Hakim pada suatu persidangan sangat
memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat
memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan
pembuktian yang diajukan. Dalam proses
pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran
menurut  hukum serta dapat menjamin
perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang
berperkara secara seimbang. Akta vyang
merupakan alat bukti tertulis yang paling utama
dalam perkara perdata adalah suatu surat yang
ditandatangani, memuat keterangan tentang
kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan
dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan
bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana
dinyatakan sesuatu perbuatan hukum. Akta
demikian ada yang sifatnya akta otentik dan ada
yang sifatnya di bawah tangan.

Akta otentik adalah suatu akta yang
dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum,
oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan



pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai
umum vyang dimaksud disini ialah pegawai-
pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang
mempunyai wewenang untuk membuat akta
otentik, misalnya notaris. Akta otentik tidak
dapat disangkal kebenarannya kecuali jika dapat
dibuktikan sebaliknya misalnya ada kepalsuan
dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi hakim
akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu
mengabulkan gugatan penggugat yang telah
didukung dengan alat bukti akta otentik. Akta di
bawah tangan berisi juga catatan dari suatu
perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan
akta otentik, bahwa akta di bawah tangan tidak
dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan
oleh para pihak sendiri. Kekuatan bukti yang pada
umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada
pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan
hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal,
yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan
ini  sebenarnya sudah merupakan bukti
pengakuan) yang berarti pernyataan yang
tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan.

Berdasarkan hal tersebut maka isi akta
yang diakui, adalah sungguh-sungguh pernyataan
pihak-pihak yang bersangkutan, apa yang masih
dapat disangkal ialah bahwa pernyataan itu
diberikan pada tanggal yang tertulis didalam akta
itu, sebab tanggal tidak termasuk isi pernyataan
pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hal
tersebut maka kekuatan akta di bawah tangan
sebagai bukti terhadap pihak ketiga mengenai isi
pernyataan di dalamnya berbeda sekali daripada
yang mengenai penanggalan akta itu. Akta di
bawah tangan yang diakui merupakan suatu bukti
terhadap siapapun juga, atas kebenaran
pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya di
dalam akta itu dalam bentuk yang dapat diraba
dan dapat dilihat, akan tetapi bahwa pernyataan.
itu diberikan Pada tanggal yang tertulis dalam
akta itu, hanya merupakan suatu kepastian untuk
pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut
dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang
menerima haknya.

Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa
pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut
sudah tentu dapat mengetahui dengan pasti
kapan membubuhkan tandatangannya dalam
akta. Pihak ketiga yaitu orang yang tidak ikut
menandatanganinya dan yang bukan menjadi ahli
waris atau yang menerima hak dari
menandatangani hanya dapat melihat hitam
diatas putih isi pernyataan tersebut tetapi tidak

akan dapat rnemeriksa atau meyakinkan apakah
tanda tangan tersebut diletakkan pada tanggal
yang disebutkan dalam akta. Akan tetapi secara
material, kekuatan pembuktian akta di bawah
tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang
untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan
terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya
tergantung pada penilaian hakim (pembuktian
bebas). Semua perkara di persidangan semata-
mata adalah kekuasaan dan kewenangan hakim
atau pengadilan untuk memutusnya Hakim atau
pengadilan ini merupakan alat perlengkapan
dalam suatu negara hukum vyang ditugaskan
menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya
antara para pihak vyang terlibat dalam
perselisihan atau sengketa di dalam persidangan
bila yang diajukan hanya berupa akta di bawah
tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang
terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti
lain yang mendukungnya sehingga diperoleh
bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai
kebenaran menurut hukum. Berdasarkan hal
tersebut diatas, maka akta otentik dan akta di
bawah tangan yang diakui, terhadap siapapun
merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi,
bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah
meletakkan penyataan seperti yang tertulis
dalam akta-akta itu. Perbedaan tentang kekuatan
sebagai bukti dari suatu akta otentik dengan
suatu akta di bawah tangan, ialah bahwa akta
otentik itu menjadi bukti kebenaran seluruh
isinya, sampai ada bukti yang menandakan
kepalsuan akta itu, sedangkan akta di bawah
tangan barulah mempunyai kekuatan bukti, jika
kemudian tandatangannya itu diakui atau
dianggap sebagai diakui kebenarannya, adapun
tentang tanggalnya akta itu, terhadap pihak
ketiga mempunyai kekuatan sebagai bukti.
Kekuatan sebagai bukti dari suatu akta
baik yang otentik maupun yang di bawah tangan
yang diakui adalah sama. Akta itu membuktikan
pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah
pihak, membuktikan adanya kata sepakat jika
akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap
pihak lainnya di dalam akta maka pihak itu
dengan demikian dapat membuktikan, bahwa ia
mempunyai hak untuk menuntut lawannya.
Menurut ketentuan Pasal 285 RBg menyatakan
sebagai berikut :“Akta otentik, yaitu suatu akta
yang telah dibuat oleh atau dihadapan seorang
Pejabat umum vyang berwenang untuk itu
memberikan diantara para pihak dan sekalian ahli
warisnya semua orang yang memperoleh hak dari



mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa
yang diterangkan di dalamnya, bahkan juga
tentang apa yang termuat di situ sebagai suatu
penuturan belaka; namun mengenai yang
terakhir ini hanyalah sekedar yang dituturkan itu
ada hubunganya, langsung dengan pokok isi akta.
Istilah “bukti yang sempurna” dalam Pasal
tersebut diatas artinya bahwa perjanjian yang
dilukiskan di dalam akta itu dianggap terbukti
nyata, selama pihak lawan belum memberikan
bukti yang sebaliknya, Selama belum ada bukti
yang berlawanan, maka pembuktian dengan akta
itu diterima sebagai cukup dan buat hakim akta
itu adalah menentukan. Apabila pembuktian ini
belum selesai maka dilanjutkan pada sidang
berikutnya.?®

Dalam hal pembuktian di Pengadilan,
hakim harus mengakui kekuatan akta otentik dan
akta di bawah tangan sebagai bukti diantara
pihak-pihak yang berselisih, meskipun hakim
tidak yakin akan kebenaran isinya, akan tetapi ini
tidak berarti menjadi suatu penghalang bagi
pihak lawan untuk mengadakan perlawanan
mengenai bukti tersebut. Pertama lawan dapat
mengemukakan, bahwa memang benar telah
mengadakan perjanjian yang dimuat dalam akta
itu, namun tidak dengan sukarela, melainkan
dengan paksaan, atau bahwa karena ia telah
ditipu. Dalam hal itu, lawan mencoba
menunjukkan bahwa pernyataan niatnya itu tidak
didasarkan kepada kehendak yang bebas
sehingga perjanjian itu tidak dapat dianggap telah
terjadi secara sah menurut hukum. Segala yang
diajukan sebagai perlawanan itu, sudah tentu
harus dibuktikan pula menurut Pasal 283 RBg
yang  menyatakan “Barangsiapa yang
mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna
menguatkan haknya atau untuk membantah hak
orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa,
diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa
tersebut.”

Kedua, pihak lawan itu dapat juga
mengemukakan perlawanan dengan
mengatakan, bahwa perjanjian itu memang
pernah diadakan, akan tetapi oleh karena sudah
memenuhi kewajibannya, maka perjanjian itu
sudah selesai dan tidak berlaku lagi, atau bahwa
setelah  perjanjian yang tersebut dibuat
sebagaimana tertuang dalam akta itu, telah

28 Soeroso, R., Praktek hukum Acara Perdata, Tata
Cara dan Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
hal 43.

diadakan perjanjian lain diantara kedua belah
pihak, yang meniadakan perjanjian pertama, atau
bahwa perjanjian yang tersebut dimana akta itu
sesungguhnya merupakan suatu kedok saja,
dibelakang perjanjian yang pura-pura itu ada lain
perjanjian, dan sebagainya.

Hal-hal yang diajukan sebagai kejadian-
kejadian yang sesungguhnya oleh pihak yang
membantah bukti di dalam akta itu, sudah barang
tentu harus dibuktikan kebenarannya, mungkin
itu tidak mudah akan tetapi bagaimanapun pihak
yang dihadapkan kepada bukti akta itu
mempunyai hak untuk mengemukakan bukti
perlawanannya. Pasal 285 RBg mengatakan pula
bahwa akta itu menjadi bukti juga dari apa yang
tertulis didalamnya sebagai “suatu
pemberitahuan belaka” sepanjang ada
hubungannya secara langsung dengan isi dari
akta itu. Misalnya A dan B mengadakan
perjanjian jual beli rumah, dimana mula-mula
tidak menjelaskan sesuatu tentang keadaan pintu
belakang dari rumah itu. Setelah keterangan dan
maksud kedua belah pihak dituliskan dan
besarnya biaya jual beli rumah itu ditetapkan,
kemudian disebutkanlah di dalam akta itu, bahwa
A akan menyerahkan kepada B rumah tersebut
diatas yang pintu belakangnya telah rusak.
Keterangan yang sifatnya merupakan
“pemberitahuan belaka” tentang pintu belakang
rumabh itu, adalah sedemikian erat hubungannya
dengan isi akta itu, yaitu rumah yang dijadikan
objek jual beli, sehingga kalimat tentang pintu
belakang itu sekalian menjadi bukti tentang
kerusakannya.

Di dalam Staatblad 1867 No. 29 dimuat
suatu peraturan tentang akta di bawah tangan
menyatakan sebagai berikut : “Sebagai surat
surat di bawah tangan dipandangnya akta-akta
yang ditandatangani di bawah tangan surat-surat
register, catatan-catatan mengenai rumah tangga
dan lain lain tulisan, yang dibuat tidak dengan
memakai perantaraan seorang pegawai umum.”
Disamakan dengan tandatangan pada surat di
bawah tangan ialah sidik jari yang diperkuat
dengan suatu keterangan bertanggal dan seorang
notaris atau pegawai lain yang ditunjuk dengan
undang-undang yang menyatakan, bahwa sidik
jari yang ada pada akta itu dilakukan oleh
penghadap tersebut dihadapan notaris atau
pegawai yang ditunjuk oleh undang-undang,
kemudian pegawai tersebut membukukan akta
dimaksud.



Dalam hal yang  berkepentingan
menginginkan, dapat pula pada surat-surat di
bawah tangan diberikan keterangan vyang
bertanggal oleh seorang notaris atau pegawai lain
yang ditunjuk dengan undang-undang vyang
menyatakan bahwa orang yang menandatangani
surat itu dikenal olehnya atau diperkenalkan
kepadanya, bahwa isi akta itu diterangkan
dengan jelas kepada orang itu dan bahwa setelah
itu akta tersebut ditandatangani dihadapan
pegawai tersebut

Surat-surat di bawah tangan yang diakui
oleh orang terhadap siapa surat itu digunakannya
atau yang dianggap diakui menurut cara yang sah
menjadi bukti yang cukup seperti suatu akta
otentik terhadap yang menandatanganinya dan
ahli waris mereka serta yang mendapatkan
haknya. Dengan demikian hakim harus
menganggap benar isi dari akta tersebut
sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh lawan
ketidakbenarannya. Seseorang terhadap siapa
surat di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan
dengan tegas membenarkan atau memungkiri
tulisanmya atau tandatangannya itu, akan tetapi
ahli  warisnya atau yang mendapat hak
daripadanya sudah cukup dengan menerangkan,
bahwa pihak tersebut tidak mengenal tulisan
atau tandatangan itu sebagai tulisan atau tanda
tangan orang yang diwakilinya. Seseorang yang
tidak mengakui tulisan atau tandatangannya atau
apabila ahli warisnya atau arang vyang
mendapatkan  haknya menerangkan tidak
mengenal tulisan atau tanda tangan itu, maka
hakim harus memerintahkan supaya kebenaran
dan kejelasan tentang surat itu diperiksanya.

Perjanjian utang dari sepihak saja buat
membayar  sejumlah  uang tunai atau
menyerahkan sesuatu benda, yang dapat dinilai
harganya dengan taksiran yang tertentu harus
seluruhnya ditulis sendiri oleh orang vyang
menandatangani, atau setidak-tidaknya di
bawahnya, selain dari tanda tangan, harus ditulis
dengan tangan sendiri oleh yang bertandatangan
suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau
besarnya atau banyaknya apa yang harus
dipenuhi dengan huruf yang penuh.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka
akta yang ditandatangani itu, jikalau dipungkiri
perjanjiannya hanya dapat diterima sebagai
permulaan surat bukti saja. Dalam hal jumlah
yang disebut di dalam aktanya, berbeda dari
jumlah yang dicantumkan dalam keterangan
untuk menguatkan itu, maka perjanjian itu akan

dianggap sampai jumlah yang terkecil
diantaranya, apabila akta itu ditulis dengan
tangan sendiri oleh orang yang mengikat dirinya
kepada perjanjian tersebut, terkecuali jika orang
dapat membuktikan pada bagian manakah dari isi
akta itu telah terjadi kekeliruan.

Akta di bawah tangan sepanjang tidak
dibubuhi keterangan, mengenai pertanggalannya
terhadap pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan
lebih jauh daripada hari bulan tatkala akta itu
diberi keterangan dan dibukukan menurut
Ordonantie Staatblad 1916 No.46 atau dari hari
bulan sejak mana adanya akta itu dipersaksikan
kepada akta-akta yang dibuat oleh pegawai-
pegawai umum, atau dari hari bulan sejak mana
pihak ketiga terhadap siapa akta itu digunakan
telah mengakui adanya akta itu dengan tulisan.
Seorang Penggugat yang hendak membuktikan
suatu peristiwa tertentu, maka orang tersebut
dapat menerangkan peristiwa tersebut
dihadapan hakim di persidangan agar hakim
secara langsung dapat melihatnya dengan mata
kepala sendiri tentang hal yang dipertentangkan
tersebut yang tidak sesuai dengan isi dari
perjanjian.

Menurut ketentuan dalam RBg, dalam
acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti
yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh
mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti
yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat
alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan
oleh undangundang tertuang dalam bunyi Pasal
284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata.Alat bukti
tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang
memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan
untuk mencurahkan isi hati atau untuk
menyampaikan buah pikiran seseorang dan
dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai
alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang
merupakan akta dan surat-surat lainnya yang
bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih
lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah
tangan. Akta adalah surat vyang diberi
tandatangan, yang memuat peristiwa vyang
menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk
pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam
pengertian akta maka surat harus ditandatangani.
Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat
disebut akta ternyata dari Pasal 1869
KUHPerdata, dimana bila akta dibuat oleh orang
yang tidak berkuasa atau tidak cakap atau akta
tersebut bentuknya cacat maka bukanlah akta



otentik melainkan mempunyai kekuatan sebagai
tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh
para pihak. Dengan demikian maka karcis kereta
api, recu atau sebagainya tidak termasuk akta.
Keharusan adanya tandatangan tidak lain
bertujuan untuk membedakan akta yang satu
dari akta yang lain atau dan akta yang dibuat
orang lain. Jadi fungsi tandatangan tidak lain
adalah  untuk memberi ciri atau untuk
mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat
oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda
tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, maka nama atau
tandatangan yang ditulis dengan huruf balok
tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu
tidak menampakkan ciri-ciri atau sifat-sifat si
pembuat.

“Penandatanganan ialah membubuhkan
nama dari sipenandatangan sehingga
membubuhkan Paraf, yaitu singkatan
tandatangan saja dianggap belum cukup.”?®
Dalam hal terdapat perbedaan tandatangan hal
ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim tanpa
diperlukan mendengar saksi ahli. Surat yang
ditandatangani oleh orang yang tidak cakap
melakukan perbuatan dalam hukum tidak dapat
diajukan sebagai bukti. Seorang tidak dapat
menyatakan secara sah, bahwa orang tersebut
tertipu oleh pihak lain telah meletakkan tanda
tangannya di bawah suatu perjanjian tanpa
membaca surat perjanjian itu terlebih dulu:
“Dipersamakan dengan tandatangan pada suatu
akta di bawah tangan ialah sidik jari (cap jari atau
cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu
keterangan yang diberi tanggal oleh seorang
notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
undang-undang, vyang menyatakan bahwa
pejabat tersebut mengenal orang vyang
membubuhkan sidik jari atau orang itu
diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu
telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya,
kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di
hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874
KUHPerdata, Stb.1876 no.29 dan Pasal 1286
RBg).”3°

Pengesahan sidik jari yang lebih dikenal
dengan legalisasi ini berbeda dengan legalisasi

29 Hoge Raad 17 Desember 1885, W 5251,6 Mei
1914, W 9025.

30 Sudikno Mertokusumo., Alat-alat Bukti Dalam
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(pengesahan menurut undang-undang) dari akta
kelahiran dimana pengesahan tandatangan
pegawai pencatatan sipil yang tercantum dalam
akta kelahiran tersebut dilakukan oleh Hakim
Pengadilan Negeri. Pada hakekatnya pengesahan
akta kelahiran oleh hakim baru diperlukan
apabila diragukan sahnya tanda tangan pegawai
pencatatan sipil (Stb. 1899 no. 25 Pasal 25, Stb
1917 no. 130 Pasal 27, Stb. 1920 no. 751 Pasal 22,
Hoge Raad 22 Juni 1908 W 8735).

Akta dapat mempunyai fungsi formil
(formalitas causa), yang berarti bahwa untuk
lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk
sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat
suatu akta.. Disini akta merupakan syarat formil
untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai
contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus
dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat
formil ialah Pasal 1610 KUHPerdata tentang
perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUHPerdata
tentang perjanjian utang piutang dengan bunga
dan Pasal 1851 KUHPerdata tentang perdamaian.
Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di
bawah tangan. Sedangkan vyang diisyaratkan
dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945
KUHPerdata tentang melakukan sumpah oleh
orang lain.

Disamping fungsinya yang formil akta
mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta
itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk
pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya
suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak
membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar
dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian
hari.  Fungsi terpenting dari akta adalah
sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian dari
pada akta dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian lahir.

Yang dimaksud dengan kekuatan
pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian
yang didasarkan atas keadaan lahir apa yang
tampak pada lahirnya, Yaitu bahwa surat yang
tampaknya (dari lahir) seperti akta dianggap
mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang
tidak terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan  pembuktian  formil itu
menyangkut pertanyaan : benarkah bahwa ada
pernyataan? Jadi kekuatan pembuktian formil ini
didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan
oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu.
Kekuatan pembuktian formil ini memberi
kepastian tentang peristiwa bahwa Pejabat dan



para pihak menyatakan dan melakukan apa yang
dimuat dalam akta
3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian  materiil  ini
menyangkut  pertanyaan benarkah isi
pernyataan di dalam akta itu? Jadi kekuatan
pembuktian materiil ini memberi kepastian
tentang materi suatu akta, memberi kepastian
tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak
menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat
dalam akta.

Menurut Pasal 285 RBg maka akta
otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta
mereka yang memperoleh hak dari padanya,
merupakan bukti sempurna, tentang apa yang
termuat didalamnya dan bahkan tentang yang
terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka,
yang terakhir ini hanya sepanjang yang
dituturkan ita ada hubungannya langsung dengan
pokok akta Dalam hal yang diterangkan dalam
akta tersebut tidak ada hubungan langsung
dengan pokok akta menurut Pasal 1871
KUHPerdata, hal itu hanya akan berlaku sebagai
permulaan bukti tertulis. Selanjutnya menurut
Pasal 1872 KUHPerdata apabila akta otentik yang
bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka
pelaksanaannya dapat ditangguhkan.

Pada Kekuatan pembuktian lahir dari akta
otentik berlaku asas acta publica probant sese
ipsa, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya
tampak sebagai akta otentik serta memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta
itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta
otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti
bahwa tandatangan pejabat dianggap sebagai
aslinnya sampai ada pembuktian sebaliknya.
Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang
mempersoalkan  tentang  otentiknya  akta
tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku
bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap
setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak
saja, dan sebagai alat bukti maka akta atentik
baik akta pejabat maupun akta para pihak
keistimewaannya terletak pada kekuatan
pembuktian lahir. Dalam arti formil akta otentik
membuktikan kebenaran dari pada apa yang
dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Dalam
hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan
tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan
para pihak. Pada akta pejabat tidak terdapat
pernyataan atau keterangan dari para pihak,
pejabatlah yang menerangkan seluruh isi dari
pada akta tersebut dimana keterangan demikian

sudah pasti bagi siapapun. Sedangkan pada akta
para pihak bagi siapapun telah pasti bahwa
pihak-pihak dan pejabat menyatakan semua apa
yang tercantum diperbuat dan ditandatangani
para pihak.

Kekuatan pembuktian materiil akta
otentik atau akta pejabat, tidak lain adalah untuk
membuktikan kebenaran tentang apa yang dilihat
dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat
mendengar keterangan pihak yang bersangkutan,
maka itu hanyalah berarti bahwa apa vyang
diterangkan para pihak telah pasti terlepas
daripada kebenaran isi keterangan tersebut.
Disini pernyataan dari para pihak tidak ada,
kebenaran dan pernyataan pejabat serta bahwa
akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi
siapapun. Maka pada umumnya akta pejabat itu
mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Akta
yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil,
yang tidak lain merupakan petikan atau salinan
dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai
dengan daftar aslinya harus dianggap benar
sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan
pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan
hakim, lain halnya dengan akta yang dibuat oleh
para pihak, dimana bagi para pihak dan yang
memperoleh  hak daripadanya, akta ini
merupakan bukti sempurna. Semua akta partij
mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Bagi
kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan
pembuktian materiil ini diserahkan kepada
pertimbangan hakim. Selanjutnya mengenai
kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan,
orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu
digunakan diwajibkan membenarkan atau
memungkiri tandatangannya, sedangkan bagi ahli
warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli
waris tidak kenal akan tandatangan tersebut.
Dalam hal tandatangan itu dipungkiri, maka
hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta
itu diperiksa Apabila tandatangan diakui oleh
yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan
itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti
sempurna. Isi pernyataan dalam akta di bawah
tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena
tandatangan pada akta di bawah tangan itu telah
diakui oleh yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan itu tidak
mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Kalau
tandatangan pada akta di bawah tangan itu
diakui oleh yang bersangkutan, maka akta itu
merupakan bukti sempurna yang berlaku
terhadap para pihak vyang bersangkutan,



sedangkan terhadap pihak ketiga akta di bawah
tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang
bebas. Akta di bawah tangan mempunyai
kekuatan pembuktian formil kalau tandatangan
pada akta tersebut telah diakui. Itu berarti bahwa
keterangan atau pernyataan diatas tandatangan.
itu adalah keterangan atau pernyataan daripada
si penandatangan. Jadi apabila seorang telah
menandatangani suatu surat perjanjian tanpa
membaca lebih dahulu isi surat perjanjian
tersebut dan kemudian menyatakan bahwa
dirinya tertipu, pernyataan tersebut tidak dapat
dianggap secara sah. Kekuatan pembuktian formil
dari akta di bawah tangan ini sama dengan
kekuatan pembuktian formil dari akta otentik.
Berdasarkan hal tersebut, maka telah pasti bagi
siapapun bahwa sipenandatangan menyatakan
seperti yang terdapat diatas adalah
tandatangannya. Kekuatan pembuktian materiil
dari akta di bawah tangan menurut Pasal 1875
KUHPerdata, maka akta di bawah tangan yang
diakui oleh orang terhadap siapa akta itu
digunakan atau yang dapat dianggap diakui
menurut undang-undang bagi yang
menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang
yang mendapat hak dari orang tersebut,
merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.
Berdasarkan hal tersebut, isi keterangan di dalam
akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar
terhadap siapa yang membuatnya dan demi
keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu
dibuat. Suatu akta di bawah tangan hanyalah
memberi pembuktian sempurna demi
keuntungan orang kepada siapa Si
penandatangan  hendak  memberi bukti,
sedangkan terhadap pihak lain kekuatan
pembuktiannya adalah bebas. Dalam RBg
maupun KUHPerdata tidaklah mengatur tentang
kekuatan pembuktian daripada surat-surat yang
bukan akta. Surat di bawah tangan yang bukan
akta hanya disebut dalam Pasal 1874
KUHPerdata. Di dalam Pasal 1881 KUHPerdata
dan Pasal 1883 KUHPerdata diatur secara khusus
beberapa surat-surat di bawah tangan yang
bukan akta yaitu buku daftar, surat rumah tangga
dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh
seorang kreditur pada suatu alas hak yang
selamanya dipegangnya. Kekuatan pembuktian
daripada surat surat yang bukan akta diserahkan
kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2)
KUHPerdata). Dengan telah dilegalisasi akta di
bawah tangan maka bagi hakim telah diperoleh
kepastian mengenai tanggal dan identitas dari

pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta
tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu
benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang
namanya tercantum dalam surat itu dan orang
yang membubuhkan tanda tangannya di bawah
surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para
pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa
isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan
dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak
membubuhkan  tandatangannya  dihadapan
pejabat umum tersebut. Berdasarkan hal
tersebut maka akta di bawah tangan yang telah
memperoleh legalisasi dari notaris membantu
hakim dalam hal pembuktian karena dengan
diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun
dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena
akta di bawah tangan kebenarannya terletak
pada tandatangan para pihak maka dengan
diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi
bukti yang sempurna. Menurut penulis, jika
ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk
pembuktian, maka tentu saja lebih kuat Legalisasi
daripada Register (waarmerking). Ada dokumen-
dokumen tertentu yang akan digunakian sebagai
kelengkapan suatu proses mutlak diminta harus
dilegalisir, misalnya: di kantor Pertanahan, surat
persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan
tanah dan bangunan, atau surat persetujuan
isteri untuk menjual tanah yang terdaftar atas
nama suaminya dan lain sebagainya. Kalau
surat/dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh
notaris, maka biasanya dokumen tersebut tidak
dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak
Tanggungan atau jual beli yang dimaksud.
Terpaksa pihak yang bersangkutan harus
membuat ulang persetujuan dan melegalisirnya
di hadapan notaris setempat.

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah
dikemukakan di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta
dibawah tangan yang dilegalisainya adalah
mengenai kepastian tanda tangan artinya
pasti bahwa yang tanda tangan itu memang
pihak dalam perjanjian, bukan orang lain.
Dikatakan demikian karena yang melegalisasi
surat itu disyaratkan harus mengenal orang
yang menandatangan tersebut dengan cara
melihat tanda pengenalnya seperti Kartu
Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang



melegalisasi kenal benar orangnya, maka
barulah mereka itu membubuhkan
tandatangannya dihadapan orang-orang itu
pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu
sepanjang masih mempunyai wewenang
untuk menjalankan tugas jabatan sebagai
Notaris.

2. Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh
notaris adalah tidak mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna karena terletak
pada tandatangan para pihak yang jika diakui,
merupakan bukti sempurna seperti akta
otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah
memberi  pembuktian  sempurna  demi
keuntungan orang kepada siapa
sipenandatanganan hendak memberi bukti,
sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan
pembuktiannya adalah bebas. Berbeda
dengan akta otentik yang memiliki kekuatan
pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di
bawah tangan kekuatan pembuktiannya
berada di tangan hakim untuk
mempertimbangkannya ( Pasal 1881 ayat (2)
KUHPerdata ).

B. Saran

1. Pembuatan dengan akta otentik membantu
hakim dalam memberikan keputusannya
karena suatu akta yang matariel, isinya adalah
netral dan tidak berpihak, dan notaris dapat
menjadi saksi ahli bila diperlukan.

2. Pada surat perjanjian yang dibuat dibawah
tangan sering terjadi penekanan terhadap
pihak yang sangat membutuhkan, tidak ada
keseimbangan karena dibuat oleh para pihak
sendiri. Sebaiknya setiap perjanjian di buat di
hadapan notaris.
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